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                                           Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi kinerja 

pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jepara. Aspek yang diuji dalam penelitian ini meliputi tujuan yang jelas dan terukur, 

insentif, motivasi kerja, desentralisasi, dan sistem pengukuran kinerja. Seluruh 

pegawai Sekretariat pada Kantor DPRD Kabupaten Jepara yang bekerja sebagai 

PNS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara disurvei untuk 

penelitian ini. Total ada 40 survei yang diproses. Menurut temuan penelitian, tujuan 

yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, dan desentralisasi tidak terkait 

dengan kinerja pegawai. Meskipun kinerja karyawan dipengaruhi oleh sistem 

pengukuran kinerja. 

 

Kata Kunci : tujuan yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, desentralisasi, 
sistem pengukuran kinerja, kinerja pegawai. 

 

 

Abstract 

This study aims to determine the elements that influence employee performance at 

the Secretariat Office of the Regional People's Representative Council of Jepara 

Regency. The aspects tested in this study include clear and measurable goals, 

incentives, work motivation, decentralization, and performance measurement 

systems. All secretariat employees at the Jepara Regency DPRD Office who work 

as civil servants in the Jepara Regency Regional People's Legislative Assembly 

were surveyed for this study. A total of 40 surveys were processed. According to 

research findings, clear and measurable goals, incentives, work motivation, and 

decentralization are not related to employee performance. Although employee 

performance is affected by the performance measurement system. 

Keywords: clear and measurable goals, incentives, work motivation, 

decentralization, performance measurement systems, employee performance. 

 

1.PENDAHULUAN 

Khususnya dalam budaya saat ini dan khususnya sejak munculnya iklim yang lebih demokratis 

di sektor publik, organisasi sektor publik telah mendominasi semua bidang wacana publik. 

Pemerintah daerah mulai meragukan manfaat yang mereka terima dari penggunaan layanan 
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sektor publik. Saat ini, organisasi sektor publik harus membentuk staf berkinerja tinggi untuk 

mengembangkan sektor publik. Organisasi di sektor publik harus mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kinerja di lingkungannya. Beberapa elemen mempengaruhi keberhasilan 

organisasi sektor publik ini. Komponen sumber daya manusia merupakan salah satu yang paling 

krusial. 

                 Dari tingkat perencanaan keseluruhan hingga penggunaan penilaian yang dapat 

dimanfaatkan oleh sumber daya lain dalam organisasi, sumber daya manusia adalah pemangku 

kepentingan. (Werdy, 2014) 

                Sejak tahun 1999, penerapan manajemen kinerja pada perusahaan sektor publik telah 

diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Instansi 

Pemerintah Indonesia. Implementasi beberapa aspek manajemen publik modern dalam berbagai 

praktik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah Indonesia menjadi bukti praktik tersebut. 

                   Karyawan didorong untuk bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien dan 

produktif dalam berbagai cara, mengembangkan bakat mereka dan mematuhi prosedur kerja 

yang benar untuk menghasilkan hasil kerja yang sebaik mungkin. Ini ditandai sebagai komitmen 

(Tarigan, 2011). Berdasarkan Heinrich (2002); Ittner dan Larcker (2001); Otley (1999); 

Kravchuk dan Schach (1996); dan Brickey et al (1995). Dalam Verbeeten (2008) praktik 

manajemen kinerja meliputi tujuan yang ingin dicapai, alokasi hak keputusan, serta pengukuran 

dan evaluasi kinerja organisasi. Praktik manajemen kinerja ini dapat meningkatkan kinerja 

organisasi sektor publik. 

                   Komponen kunci dari manajemen kinerja termasuk menetapkan tujuan yang spesifik 

dan terukur, menilai kinerja, dan menawarkan penghargaan. Masih ada sedikit data empiris 

tentang pengaruh strategi manajemen kinerja di perusahaan sektor publik utama (Verbeeten, 

2008). 

                 Menawarkan insentif adalah salah satu hal paling menarik yang harus difokuskan oleh 

organisasi sektor publik pada jumlah insentif yang diberikan juga dapat memengaruhi apakah 

karyawan akan dipekerjakan atau tidak. Karyawan yang tidak diberi penghargaan yang sesuai 

dengan upaya yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka akan segera menjadi puas diri dan 

tidak bersemangat dan akan bekerja kapan pun mereka mau. Perusahaan sektor publik harus 

mempertimbangkan faktor lain selain insentif jika mereka ingin lebih meningkatkan kinerja 

karyawan. Organisasi di sektor publik harus mempertimbangkan elemen motivasi. Di bawah 

kepemimpinan yang menumbuhkan lingkungan yang memungkinkan orang menyelesaikan 

pekerjaan mereka sepenuhnya tanpa bergantung pada insentif mereka untuk bekerja dan 

membangun lingkungan kerja, karyawan harus disiplin untuk memenuhi tujuan perusahaan 
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sektor publik. aplikasi. Tidak semua karyawan menghabiskan cukup waktu untuk 

mempersiapkan presentasi mereka. Kekuatan pendorong utama ini disebut motivasi. (Werdy, 

2014). 

            Kapasitas lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konstituennya atau 

masyarakat umum merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

organisasi atau lembaga; karenanya, kaliber orang yang dilayaninya ditentukan oleh kaliber 

layanannya. kinerja staf dalam semua urusan administrasi. Hal ini tidak terlepas dari kedisiplinan 

dalam menjalankan tugasnya oleh pegawai-pegawai yang mumpuni di lingkungan pelayanan 

administrasi Sekretariat DPRD Jepara. Memberikan layanan berkualitas memerlukan kepuasan 

masyarakat umum atau massa. Ketika pelayanan publik dalam kondisi terbaiknya, kinerja 

personel meningkat, operasi lembaga beroperasi secara efisien, dan kemajuan lembaga 

ditentukan. Willant (2021). 

             Karya Frank HM Verbeeten (2008) diperluas dalam penelitian ini dengan memanfaatkan 

Office untuk mengadaptasinya dengan keadaan praktik penilaian kinerja di sektor publik 

Indonesia. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini meliputi penetapan tujuan yang 

spesifik dan terukur, penghargaan, motivasi karyawan, desentralisasi, dan metode pemantauan 

kinerja. Analisis Kinerja Pegawai Pada Sektor Publik Terorganisir (Studi Pada Kantor Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara) adalah nama penelitiannya. 

              Teori penetapan tujuan, menurut Locke dan Latham (1991), didasarkan pada 

pengamatan refleksi yang paling langsung. Atau, dengan kata lain, aktivitas manusia yang sadar 

memiliki fungsi. Itu ditentukan oleh tujuan pribadi. Tetapi semua makhluk hidup, termasuk 

tumbuhan, berperilaku dengan tujuan tertentu. Gagasan tindakan yang diarahkan pada tujuan 

tidak hanya berlaku untuk mengambil tindakan secara sadar. Tanjung (2015) menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah motivasi. Seseorang mungkin 

termotivasi untuk mengikuti jalan tertentu dan berperilaku dengan cara tertentu oleh dorongan 

keinginan, dukungan, atau kebutuhan. Itu menghasilkan yang terbaik. Karyawan didorong atau 

didorong untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan yang berharga dengan motivasi. 

              Menurut Laoli (2019), mengutip Mahmudi (2007), pencapaian tujuan organisasi 

mengharuskan melewati proses manajemen bisnis sebagai syarat. Pengembangan strategi, 

pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan tahap umpan 

balik hanyalah beberapa di antaranya langkah-langkah yang membentuk proses manajemen 

bisnis. Teori pergeseran paradigma terbaru untuk mengelola sektor publik disebut New Public 

Management (NPM). Ini pertama kali muncul di Inggris, kemudian pindah ke AS, Australia, dan 

khususnya Selandia Baru, sebelum mencapai Skandinavia dan benua Eropa. berpengaruh pada 
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New Public Management Theory (NPM), yang juga menggabungkan teori permainan dan 

wawasan dari sektor hukum dan ekonomi. Eric Lane (2000) Ada hubungan dengan teori 

keagenan ketika satu orang atau lebih (disebut sebagai prinsipal) mempekerjakan orang lain 

(disebut sebagai agen) untuk memberikan tugas (Baiman, 1990). Hak dan kewajiban mereka 

ditetapkan oleh hubungan kerja yang disepakati bersama antara pelanggan dan kontraktor. 

Dengan menggunakan konsep kontrak, teori keagenan mencoba mendefinisikan hubungan kerja 

ini. Agency theory mengandaikan bahwa orang benar-benar cerdas dan memiliki preferensi dan 

pendapat yang berbeda sesuai dengan aksioma teori utilitas yang diantisipasi (Bonner & 

Sprinkle, 2002). Lebih jauh lagi, ini mengandaikan bahwa setiap orang didorong murni oleh 

kepentingannya sendiri. Dua argumen fungsi utilitasnya, kekayaan (termasuk insentif moneter 

dan non-moneter), dan waktu luang, dapat digunakan untuk menggambarkan kepentingan 

pribadi ini. Dalam Bayman (1990). 

              Menurut PP 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah mengatur pelimpahan 

wewenang dari kepala daerah kepada pejabat di bawahnya untuk mengelola uang dan 

menjalankan program sesuai dengan tujuan masing-masing unit kerja. meningkatkan. 

Desentralisasi bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada setiap unit kerja tentang 

kondisi masyarakat sehingga dapat mengembangkan program-program khusus untuk 

meningkatkan produktivitas. Indudewi (2009) 

                 Kinerja individu dan kinerja organisasi adalah dua kategori di mana kinerja dipecah. 

Menurut standar tenaga kerja yang ditetapkan, kinerja individu adalah kualitatif dan kuantitatif 

hasil kerja seorang pegawai, dan kinerja organisasi merupakan hasil interaksi antara kinerja 

individu dan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005). Kinerja karyawan adalah ukuran yang 

dapat digunakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan oleh suatu organisasi selama periode waktu tertentu, dan dapat digunakan sebagai 

perbandingan dengan kinerja pekerjaan atau sebagai cara untuk mengukur kinerja organisasi, 

menurut untuk Gibson et al. dalam Trinaningsih (2007). 

2.METODE 

Data primer adalah hasil tes. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data utama ini. 

Data subjek, atau pemikiran dan pengalaman dari responden mengenai kriteria pengukuran 

variabel yang digunakan, yaitu: tujuan yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, 

desentralisasi, dan sistem pengukuran kinerja, merupakan jenis data dalam penelitian ini. Seluruh 

pegawai PNS Sekretariat DPRD Jepara mengikuti survei tersebut. 
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                  Kuesioner digunakan dalam proses pengumpulan data untuk pengumpulan data 

primer. Distribusi langsung kuesioner terstruktur dilakukan kepada responden untuk 

diselesaikan. Tujuh bagian membentuk kuesioner. Demografi responden dipertanyakan di bagian 

pertama. Pertanyaan tentang tujuan yang spesifik dan terukur ditanyakan di bagian kedua. 

Pertanyaan tentang hadiah ditemukan di bagian ketiga. Pertanyaan tentang motivasi kerja 

terdapat pada bagian keempat. Pertanyaan terkait desentralisasi ditemukan di bagian kelima. 

Sistem pengukuran kinerja adalah subjek dari bagian keenam. Selain itu, Bagian 7 menanyakan 

tentang kinerja staf. 

                 Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskriptif. 

Rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum adalah teknik analisis yang 

digunakan (Ghozali, 2006). Untuk data sampel, statistik deskriptif menawarkan metrik numerik 

yang sangat penting. Perangkat lunak SPSS 25 digunakan untuk melakukan analisis statistik 

deskriptif. Uji validitas dan reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur kualitas data yang 

dihasilkan dengan menggunakan instrumen penelitian. 

                Asumsi Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Normalitas yang menjadi dasar 

model regresi semuanya harus diuji menggunakan perangkat lunak Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) untuk Windows untuk memastikan keakuratan model regresi. 

                Regresi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

karena dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen dengan sejumlah variabel 

independen. Untuk setiap variabel independen, temuan analisis regresi disajikan sebagai 

koefisien. 

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e               (1) 

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel penelitian 

(kepemimpinan, komitmen organisasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan) 

yang menunjukkan rata-rata dan standar deviasi, disajikan pada tabel di bawah ini 
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                Tabel 2.Hasil Analisis Deskriptif Variabel Tujuan yang Jelas dan Terukur 

 

 

 

 

 

 

 

                 Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas terlihat bahwa variabel tujuan yang jelas 

dan terukur menunjukkan rata-rata 4,28, insentif 3,43, motivasi kerja 3,33, desentralisasi 3,37, 

dan sistem pengukuran kinerja 3,28. Sedangkan nilai standar deviasi berada di bawah nilai 1 

yang berarti data tersebut memiliki nilai deviasi yang masih dalam batas toleransi (Yunianto, 

2006). 

                   Berdasarkan hasil pengujian instrumen, semua item pada semua variabel dinyatakan 

valid dan dapat dipercaya. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk 

mendapatkan nilai Asym. sig. sebesar 0,200 untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Karena nilai Asym dari hasil ini lebih besar 

dari 0,1 maka dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 

                  Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi menemukan 

keterkaitan antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya 

tanda-tanda multikolinearitas karena masing-masing variabel independen memiliki nilai 

tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. 

                    Untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara satu observasi 

residual dengan observasi tetap lainnya dalam model regresi. Uji Glejser, yang meregresi nilai 

residual absolut dari variabel independen, digunakan untuk menguji heteroskedastisitas. Jika 

Variabel Minimum  Maximum Mean 
Standartd 

Deviation 

Tujuan yang Jelas dan Terukur 3 5 4,28 0,629 

Insentif 2 5 3,43 0,731 

Motivasi 2 5 3,33 0,814 

Desentralisasi 1 5 3,37 0,929 

Sistem Pengukuran Kinerja 2 5 3,28 0,793 



7 
 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat juga ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas karena hasil uji 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel menunjukkan nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,1. 

                Tabel 2.Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Sig 

Konstan 7,465 0,062 

X1 0,041 0,822 

X2 0,169 0,527 

X3 -0,020 0,939 

X4 0,152 0,398 

X5 0,461 0,069 

 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian sebelumnya, dilakukan 

analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlampir, dapat 

disusun fungsi persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 7,465 + 0,041X1 + 0,169X2 - 0,020X3 + 0,152X4 + 0,461X5 + e       (2) 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel tujuan jelas dan terukur (0,041), 

insentif (0,169), motivasi kerja (-0,020), desentralisasi (0,152) dan sistem pengukuran kinerja 

(0,461). Artinya variabel tujuan yang jelas dan terukur, insentif, desentralisasi dan sistem 

pengukuran kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan 

variabel motivasi kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

4.PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat SPSS 25.0 diperoleh nilai F hitung 

sebesar 11,569. Hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini fit. 

Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa: tujuan yang jelas dan terukur, insentif, 

motivasi kerja, dan desentralisasi, secara parsial maupun simultan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. sedangkan variabel sistem 

pengukuran kinerja secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial 

variabel independen Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif terhadap variabel 
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dependen, artinya jika nilai variabel independen meningkat maka nilai variabel dependen akan 

meningkat. juga meningkat. Sedangkan variabel independen seperti tujuan yang jelas dan 

terukur, insentif, motivasi kerja, dan desentralisasi tidak berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen, artinya jika nilai variabel independen meningkat maka nilai variabel dependen tidak 

akan meningkat. 
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